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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2018 

TENTANG 

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan jenis pakaian dinas 

dan perubahan desain atribut pegawai di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu 

mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang 

Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 

2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas 
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dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.HH-47.PL.02.03 Tahun 2010 tentang Pakaian 

Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH-01.KP.07.02 Tahun 2010 tentang Atribut Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

dan kebutuhan organisasi saat ini sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di 

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1698); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan 
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Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1752); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI 

MANUSIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah 

Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lain yang berdasarkan 

keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam 

suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh 

pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

2. Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh 

Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.  

3. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU 

adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara 

pelantikan dan upacara lainnya.  

4. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH 

adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari.  

5. Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK 

adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh 

Pegawai lembaga pemasyarakatan anak, pembimbing 

kemasyarakatan di balai pemasyarakatan, Pegawai 

layanan kunjungan dan layanan informasi di lembaga 
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pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, Pegawai 

imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, 

pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan 

intelektual, protokoler, dan pengamanan khusus 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

6. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL 

adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang 

bertugas di bidang pengamanan di lingkungan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

7. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada 

Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.  

 

Pasal 2 

Setiap Pegawai wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut 

pada hari kerja berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

 

BAB II 

PAKAIAN DINAS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia terdiri atas: 

a. PDU; 

b. PDH; 

c. PDL; 

d. PDK; 

e. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia. 

 

Bagian Kedua 

Pakaian Dinas Upacara 

 

Pasal 4 

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

terdiri atas: 
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a. PDU I; dan  

b. PDU II.  

(2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dikenakan oleh seluruh Pegawai Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia pada Acara Kenegaraan, Upacara 

Hari Kemerdekaan, dan Hari Dharma Karyadhika. 

(3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikenakan oleh seluruh Pegawai Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia pada Acara Pelantikan dan Acara 

Serah Terima Jabatan. 

 

Pasal 5 

(1) PDU I untuk laki-laki terdiri atas: 

a. jas lengan panjang berwarna biru tua dengan desain 

sebagai berikut: 

1. kerah rebah; 

2. lidah pundak (skoder); 

3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan 

penutup; 

4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan 

penutup; 

5. 4 (empat) buah kancing jas; dan 

6. belahan di tengah bawah belakang. 

b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang 

berdesain sebagai berikut: 

1. kerah berdiri; 

2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan 

3. 6 (enam) buah kancing baju. 

c. celana panjang berwarna biru tua dengan desain 

sebagai berikut: 

1. tanpa lipatan di bawah; 

2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan 

jahitan samping kiri dan kanan; dan 

3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. 

(2) Atribut PDU I untuk laki-laki terdiri atas: 

a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana 

dengan logo kementerian; 
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